BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

1.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta

pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.5.1

1.5.2

Penertiban masyarakat yang mengonsumsi minuman
beralkohol di fasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan
kewenangan yang dimiliki dalam rangka menegakkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman
dan Ketertiban Umum. Kegiatan penertiban tersebut dilakukan
melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan patroli rutin,
pelaksanaan pengawasan dan razia di lokasi-lokasi yang rawan
pelanggaran, hingga pendataan dan pelaporan terhadap
masyarakat yang terjaring penertiban. Selain itu, Satpol PP juga
melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan
mengonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum sebagai
upaya pencegahan pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, Satpol
PP memberikan teguran, melakukan pendataan identitas, serta
mengambil tindakan penertiban terhadap pelanggar. Namun,
berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat masyarakat
yang tetap mengonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum
meskipun telah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan
bahwa upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum
sepenuhnya berjalan secara optimal dan belum mampu
memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan
pelanggaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Perda Nomor 1

Tahun 2025 oleh Satpol PP terhadap masyarakat yang
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Saran
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mengonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum terdiri
dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
meliputi keterbatasan jumlah personel Satpol PP, kurang
optimalnya penerapan sanksi administratif. Sementara itu,
faktor eksternal berasal dari masyarakat, seperti rendahnya
kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap peraturan
daerah yang berlaku, serta masih kuatnya pengaruh lingkungan
dan gaya hidup malam yang mendorong masyarakat untuk tetap
mengonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum. Kondisi
ini menyebabkan pelanggaran terus berulang meskipun telah

dilakukan penertiban.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda, yaitu sebagai

berikut:

1.6.1

1.6.2

Untuk mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang perlu segera menetapkan
aturan teknis berupa Peraturan Wali Kota yang mengatur secara
jelas mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif
terhadap pelanggaran konsumsi minuman beralkohol di
fasilitas umum. Dengan adanya aturan teknis tersebut, Satpol PP
dapat menegakkan Perda secara lebih tegas, konsisten, dan
terarah sehingga mampu memberikan efek jera kepada
masyarakat yang melanggar.

Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan tidak hanya
mengedepankan pendekatan persuasif, tetapi juga menerapkan
sanksi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi yang konsisten

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat
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terhadap Perda serta mencegah terjadinya pelanggaran yang
berulang di fasilitas umum.

Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP perlu meningkatkan
kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara rutin
dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya di lokasi-
lokasi yang sering dijadikan tempat mengonsumsi minuman
beralkohol. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui
penyuluhan langsung di lapangan, pemasangan papan larangan
yang jelas, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pihak
terkait. Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat
memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap aturan yang
berlaku dan tercipta ketentraman serta ketertiban umum secara

optimal.
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